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GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B

PEKANBARU

A.Sgjarah KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di
dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti
halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang
eksistensinya tel ah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah Customs (bahasa
Inggris) dan Douane (bahasa Perancis). Istilah customs muncul merujuk pada
kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar
daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi semacam
“kebiasaan” maka istilah customs-lah yang muncul. Sedangkan istilah douane berasal
dari bahasa Persia, divan, yang artinya register, atau orang yang memegang register.
Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak
negara.

Fungs Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sgjak zaman kergjaan
dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan.

Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya.



Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada
masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas
Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea
Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en
Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti
“Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut invoer-
rechten (bea impor/masuk), uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen
(excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik
impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian
memunculkan istilah Beadan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober
1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948
berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965
hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC
merupakan unit eselon | di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh

seorang Direktur Jenderal.

B. Visi, Misi dan Motto Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Pekanbaru
VISl  : Terdepan dalam pelayanan

MISI : Kepuasan penggunajasa adalah tujuan kami



Motto : Senyum, sapa, sopan, ramah, transparan

STRATEGI : Profesionalisme sunber daya manusia, efesiensi dalam organisasi dan
pelayanan. Untuk mencapai visi misi dan strategi tersebut melalui 5 komitmen :
a. Tingkat pelayanan
b. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi
c. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
d. Hentikan perdagangan illegal
Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B
Pekanbaru
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Tipe Madya Pabean B Pekanbaru
Adapun uraian tugas dari masing-masing tingkat jabatan yang ada di Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, yaitu :
a. KepalaKantor
Mempunyal tugas mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan
pengawasan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undang yang berlaku.
b. Sub Bagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian,
keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta

penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.



Subbagian Umum terdiri atas:

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata
usaha dan  kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan
akuntabilitas.

Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan
perlengkapan.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan
kesgjahteraan pegawai.
c. Seks Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli
dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan
dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana
komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas..

1. Subseks Intelijen mempunyal tugas melakukan pengumpulan pengolahan,
penyagjian,dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan
pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang,
dan laporan pengawasan lainnya serta pengel olaan pangkalan data intelijen.

1. Subseks Penindakan dan Sarana Operas mempunyal tugas melakukan
pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan

dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di  bidang



kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan
dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api
Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

2. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang  kepabeanan dan  cukai,
penghitungan bea masuk, pgjak dalam rangka impor dan denda administras
terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi  atas
pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan  dan
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan
data pelanggaran peraturan perundang-undangan,serta penatausahaan dan
pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

d. Seks Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan  mempunyai tugas melakukan pemungutan dan
pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara
lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

1. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyal tugas melakukan
pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda
administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan  pabean, dan pungutan
negara. Lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan,
penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan  permintaan pita cukai,

pengadministrasian  dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan



bermotor, penygian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar,
cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan,
penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian
jaminan dan pemprosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK,
jaminan dalam rangka keberatan dan banding sertajaminan lainnya.

2. Subseks Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas
melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai,
denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan
negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan
pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan
pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian
premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar,
cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita

cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

e. Seks Kepabeanan dan Cukai
Seks Pelayanan Kepabeanan dan  Cukal mempunya tugas melakukan
pelayanan teknis dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai.
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;

c. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian



sarana deteksi;

d. penelitian pernberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea
keluar, nila pabean dan faslitas impor serta penelitian kebenaran
penghitungan bea masuk, beakeluar, cukai, pgak dalam rangka impor dan
pungu tan negara lainnya;

e. penetapan klasifikas barang, tarif bea masuk, tarif beakeluar dan nilai
pabean;

f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di  Tempat
PenimbunanBerikat dan Tempat Penimbunan Pabean;

h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang
ekspor ke sarana pengangkut;

i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;

j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;

k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan  dokumen
yang berhubungan dengan barang kenacukai;

|.pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang
kena cukai;

m. pengel olaan tempat penimbunan pabean;

n. penatausahaan  penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di
Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;

0. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai,



barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasal,
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
g. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai,
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negaradan atau
busuk;
f. Seks Penyuluhan dan Layanan Informasi
Seks Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunya tugas melakukan
bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan
dan cukai.
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:
1. Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan publikasi peraturan
undangan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan perundang-undangan.
2. Subseks Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan
informasi, bimbingan dan konsultas kepatuhan pengguna jasa di bidang
kepabeanan dan cukai.
g. Seks Kepatuhan Internal
Seks Kepatuhan Internal  mempunyai tugas melakukan pengawasan
pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan  disiplin, dan
tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendas perbaikan

proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan



Cukai.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas..

1. Subseks Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi
mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan,
penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnisdi bidang pelayanan
kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan
tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan  fungsional dan
pengawasan masyarakat.

2. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas  Pengawasan mempunyai
tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian
intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik
dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan
rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan,
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

h. Seks Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

Seks Pengolahan Data dan Administrass Dokumen mempunya tugas
melakukan 'pengoperasian  komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan
dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi
data, pertukaran data elektronik, pengolahan data, kepabeanan dan cukai,

penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian  dokumen



kepabeanan dan cukai, serta penygian datakepabeanan dan cukai.
Seksi Pengolahan Data dan Administras Dokumen menyel enggarakan fungsi
a. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan
penyimpanan data;

b.Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan Pertukaran data elektronik,
pengumpulan,pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan
cukai;

c. penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;

d. pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan

e. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang

telah diselesaikan;
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